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BAB III 

GAMBARAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 

1. Pemohon Perkara Nomor 012/PUU-IV/2006 

Mulyana Wirakusuma adalah pemohon perkara nomor 012/PUU-

IV/2006, disebut juga sebagai pemohon I. Berdasarkan surat kuasa khusus 

bertanggal 16 Juni 2006 telah memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, 

Wawan Irawan, Gunawan Nanung, Hari Izmir V, Toddy Laga Buana, 

masing-masing Advokat dan konsultan hukum beralamat di Jalan Raya 

Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran Jakarta 12780, bertindak untuk dan atas 

nama Pemohon. 

2. Pemohon Perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 

Nazaruddin Sjamsuddin, Ramlan Surbakti, Rusadi Kantaprawira, 

Daan Dimara, Chusnul Mar’iyah, Valina Singka Subekti, Safder Yusacc, 

Hamdani Amin, Bambang Budiarto adalah pemohon perkara 016/PUU-

IV/2006. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 27 Juli 2006, para 

Pemohon tersebut di atas memberikan kuasa kepada Mohamad Assegaf, 

Januardi S. Haribowo, B.L. Noormandiri, Djoko Budihardjo, Dendy K. 

Amudi, Bayu Prasetio, masing-masing Advokat yang beralamat kantor di 

Mohamad Assegaf Law Firm, Jalan H. Samali Nomor 29, Jakarta Selatan, 

baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan 

atas para Pemohon. 
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3. Pemohon Perkara Nomor 019/PUU-IV/2006 

Tarcisius Walla adalah pemohon perkara 019/PUU-IV/2006, 

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Juni 2006 telah 

memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, Wawan Irawan, Gunawan 

Nanung, Hari Izmir V, Toddy Laga Buana, masing-masing Advokat dan 

konsultan hukum beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 

Pancoran Jakarta 12780, bertindak untuk dan atas nama Pemohon. 

4. Pokok Permohonan 

Persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh 

Mahkamah dapat diringkas sebagai berikut: 

a. Apakah Pasal 1 Angka 3 UU KPK yang berbunyi, “Dalam Undang-

Undang ini yang dimaksud dengan: Pemberantasan tindak pidana 

korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan 

memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, 

supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” telah 

merugikan hak konstitusional para Pemohon II sehingga bertentangan 

dengan UUD 1945. 

b. Apakah Pasal 2 UU KPK yang berbunyi, “Dengan Undang-Undang ini 

dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk 

selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.” telah merugikan 
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hak konstitusional para Pemohon II sehingga bertentangan dengan 

UUD 1945. 

c. Apakah Pasal 3 UU KPK yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan 

Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 

manapun.” telah merugikan hak konstitusional para Pemohon II 

sehingga bertentangan dengan UUD 1945. 

d. Apakah Pasal 6 huruf c UU KPK yang berbunyi, “Komisi 

Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;” telah 

merugikan hak konstitusional Pemohon I sehingga bertentangan 

dengan UUD 1945. 

e. Apakah Pasal 11 huruf b UU KPK yang berbunyi, “Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: mendapat 

perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau” telah merugikan hak 

konstitusional para Pemohon II sehingga bertentangan dengan UUD 

1945. 

f. Apakah Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK yang berbunyi, “Dalam 

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan 

Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam 



 
 

45 

pembicaraan” telah merugikan hak konstitusional Pemohon I dan para 

Pemohon II sehingga bertentangan dengan UUD 1945. 

g. Apakah Pasal 20 UU KPK yang berbunyi 

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik 

atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara 

terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa 

Keuangan.  

(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dilaksanakan dengan cara:  

a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan 

sesuai dengan program kerjanya. 

b. menerbitkan laporan tahunan dan  

c. membuka akses informasi.  

telah merugikan hak konstitusional para Pemohon II sehingga 

bertentangan dengan UUD 1945. 

h. Apakah Pasal 40 UU KPK yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan 

Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian 

penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi” telah 

merugikan hak konstitusional para Pemohon II sehingga bertentangan 

dengan UUD 1945. 

i. Apakah Pasal 53 UU KPK yang berbunyi, “Dengan Undang-Undang 

ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan 
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berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang 

penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” telah 

merugikan hak konstitusional para Pemohon II sehingga bertentangan 

dengan UUD 1945. 

j. Apakah Pasal 72 UU KPK yang berbunyi, “Undang-Undang ini mulai 

berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” telah 

merugikan hak konstitusional Pemohon III sehingga bertentangan 

dengan UUD 1945. 

Menimbang bahwa, dengan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, 

Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon 

terhadap pasal-pasal UU KPK yang dimohonkan pengujian sebagai berikut: 

1. Pasal 2 UU KPK juncto Pasal 20 UU KPK. 

Pasal 2 UU KPK berbunyi, “Dengan Undang-Undang ini dibentuk 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya 

disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.”   

Pasal 20 UU KPK berbunyi, “(1) Komisi Pemberantasan Korupsi 

bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan 

menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden 

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 

Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Pertanggungjawaban publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. wajib 
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audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan 

program kerjanya; b. menerbitkan laporan tahunan; dan c. membuka 

akses informasi. ”   

Pemohon II mendalilkan bahwa Pasal 2 juncto Pasal 20 UU KPK 

melanggar prinsip dan konsep negara hukum sehingga bertentangan 

dengan Pasal 1 Ayat(3) UUD 1945 karena, menurut Pemohon II, kedua 

ketentuan tersebut telah mengacaukan sistem ketatanegaraan. 

Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah berpendapat:   

a. Bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, 

sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di 

banyak negara, terutama sejak Abad ke-20, keberadaan komisi-

komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim. 

Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga 

cabang kekuasaan kini telah jauh berkembang, antara lain, ditandai 

oleh diadopsinya pelembagaan komisi- komisi negara yang di 

beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi 

kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Justru 

ketentuan dalam Pasal 20 UU KPK, yang oleh Pemohon II didalilkan 

sebagai ketentuan yang inkonstitusional, secara umum 

mencerminkan ciri-ciri komisi-komisi negara dimaksud. Di samping 

itu, di satu pihak, keberadaan suatu lembaga negara untuk dapat 

disebut sebagai lembaga negara tidaklah selalu harus dibentuk atas 

perintah atau disebut dalam undang-undang dasar, melainkan juga 
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dapat dibentuk atas perintah undang-undang atau bahkan peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah (vide Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tentang Permohonan Pengujian 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran). Di pihak lain, disebut atau diaturnya suatu lembaga 

negara dalam undang-undang dasar tidak selalu menunjukkan 

kualifikasi hukum bahwa lembaga negara itu memiliki derajat 

kedudukan lebih penting daripada lembaga-lembaga negara lain 

yang dibentuk bukan atas perintah undang-undang dasar. Demikian 

pula, hanya karena suatu lembaga negara diatur atau disebut dalam 

undang-undang dasar tidak juga secara otomatis menunjukkan 

bahwa lembaga negara dimaksud sederajat dengan lembaga negara 

lain yang sama-sama diatur atau disebut dalam undang-undang dasar 

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 

dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman). 

b. Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena 

pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang 

belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan 
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tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, 

dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan 

negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan 

nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak 

pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam 

memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga 

seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional 

(constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh 

Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan demikian, dalil Pemohon II 

sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 2 dan Pasal 20 UU 

KPK adalah tidak beralasan. 

2. Pasal 3 UU KPK berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 

lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.”  

Pemohon II mendalilkan bahwa frasa “bersifat independen dan 

bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun” dalam Pasal 3 UU KPK 

menunjukkan bahwa KPK memiliki kekuasaan yang absolut.  

Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah berpendapat:  

a. bahwa rumusan dalam Pasal 3 UU KPK itu sendiri telah tidak 

memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang 
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terumuskan dalam ketentuan pasal dimaksud, yaitu bahwa 

independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun 

adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tidak terdapat 

persoalan konstitusionalitas dalam rumusan Pasal 3 UU KPK 

tersebut. 

b. Bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari 

pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-

raguan dalam diri pejabat KPK. 

Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak 

yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK 

karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau 

penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling 

potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak 

pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau 

melaksanakan kekuasaan negara.   

Dengan pertimbangan di atas, dalil Pemohon II sepanjang 

menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 3 UU KPK adalah tidak beralasan.   

3. Pasal 6 huruf c UU KPK berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi 

mempunyai tugas: …. c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”  

Pemohon I mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 6 huruf c UU 

KPK telah menyebabkan Pemohon I menjadi objek pemeriksaan secara 
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inquisitoir yang telah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Ketentuan Pasal 6 huruf c UU KPK, 

menurut Pemohon, juga telah menjadikan KPK sebagai lembaga 

superbody. Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pasal 6 huruf c UU KPK 

telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum.  

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:  

a. bahwa Pemohon yang mendalilkan Pasal 6 huruf c UU KPK sebagai 

penyebab ia diperiksa secara inquisitoir adalah tidak benar, karena 

dalam proses pemeriksaan oleh KPK, Pemohon tetap diperlakukan 

sebagai subjek yang dapat didampingi advokat secara terbuka 

(acqusatoir). Seandainya pun benar Pemohon diperiksa secara 

inquisitoir hal tersebut bukanlah karena adanya norma yang 

tercantum dalam Pasal 6 huruf c tersebut, tetapi karena penerapan 

norma yang salah. Pasal 6 huruf c UU KPK adalah bagian dari 

ketentuan yang sekadar mengatur tentang tugas KPK.  

b. bahwa penyebab diperiksa atau diprosesnya Pemohon, dalam hal-hal 

tertentu, secara berbeda dengan prosedur yang ditentukan dalam 

KUHAP bukanlah Pasal 6 huruf c UU KPK melainkan karena Pasal 

39 Ayat (1) UU KPK yang menentukan, “Penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum 

acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
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2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Dengan demikian 

Pemohon telah keliru mengidentifikasi ketentuan yang menurut 

Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya. 

c. bahwa Pasal 6 huruf c UU KPK, menurut Pemohon, telah 

menjadikan KPK sebagai superbody. Pemohon mendalilkan, 

“dengan berlakunya Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah 

menjadi suatu lembaga superbody yang memiliki kewenangan yang 

seharusnya terpisah ke dalam institusi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (dalam hal kewenangan untuk melakukan penyelidikan 

dan penyidikan) dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam 

kewenangan untuk melakukan penuntutan dan sebagai akibat 

langsungnya, Pemohon saat mulai diperiksa sebagai Tersangka oleh 

KPK telah mengalami suatu proses yang tidak berdasarkan due 

process of law, karena tiada suatu lembaga manapun yang 

melakukan mekanisme check and balances terhadap rangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh KPK.” (vide permohonan Pemohon, 

hal. 3).  

d. bahwa kenyataannya Pemohon telah diperiksa oleh KPK dalam 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidaklah serta-merta 

menyebabkan adanya pelanggaran atas prinsip-prinsip due process of 



 
 

53 

law, sebab dalam menjalankan tugasnya KPK juga harus tunduk 

kepada KUHAP yang menjamin prinsip-prinsip due process of law 

dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) UU 

KPK. 

Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang menyangkut 

ketentuan Pasal 6 huruf c tidak cukup beralasan;  

4. Pasal 11 huruf b UU KPK yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan 

Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

tindak pidana korupsi yang: b. mendapat perhatian yang meresahkan 

masyarakat”, oleh Pemohon II dianggap telah menimbulkan 

ketidakpastian dan ketidakadilan karena tidak adanya ukuran yang pasti 

mengenai frasa “yang meresahkan masyarakat” dalam Pasal 11 huruf b 

UU KPK tersebut sehingga rentan untuk disalahgunakan.   

Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah akan 

memberikan pertimbangannya sebagai berikut:   

a. bahwa norma hukum yang dirumuskan secara tertulis ke dalam 

bentuk rumusan pasal atau ayat dari suatu undang-undang 

hakikatnya adalah proposisi atau pernyataan yang terdiri atas 

serangkaian konsep atau pengertian. Oleh karena itu, suatu 

pernyataan hukum hanya dapat dimengerti secara benar apabila 

terlebih dahulu telah terdapat pemahaman yang benar terhadap 

konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang membentuk 
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pernyataan itu. Yang menjadi masalah adalah bahwa acapkali suatu 

konsep atau pengertian yang berada di alam kehendak (wollen, 

sollen) tatkala diverbalkan ke dalam rumusan kata-kata ternyata 

tidak menghasilkan definisi yang mampu merepresentasikan 

keseluruhan konsep yang dikehendaki itu sehingga pernyataan atau 

proposisi yang dihasilkan pun menjadi tidak mudah untuk dipahami. 

Tentu tidak dapat serta-merta lantas ditarik kesimpulan bahwa jika 

demikian halnya maka pengertian atau konsep itu tidak ada atau 

lebih baik ditiadakan dengan alasan menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Dalam dunia hukum, keadaan demikian bukan saja bukan 

merupakan hal baru melainkan sudah jamak terjadi. Karena itulah 

berkembang ilmu tentang penafsiran hukum. Dengan demikian, 

dalam hubungannya dengan permohonan a quo, tidak adanya – atau 

lebih tepatnya, tidak mudahnya – menentukan ukuran tentang suatu 

hal, atau peristiwa, atau perbuatan, atau keadaan “yang meresahkan 

masyarakat” tidaklah dapat diartikan bahwa hal, peristiwa, perbuatan, 

atau keadaan yang meresahkan masyarakat itu menjadi tidak ada 

atau lebih baik ditiadakan, apalagi menyatakannya sebagai sesuatu 

yang inkonstitusional. Sebab, jika alur penalaran ini diikuti, maka 

istilah “kepentingan umum”, “ketertiban umum”, “kepentingan 

bangsa”, dan masih banyak lagi, yang tidak dapat diberikan ukuran 

yang pasti secara hukum, harus pula dianggap tidak ada atau lebih 

baik ditiadakan dan dinyatakan inkonstitusional, karena semua 
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istilah tersebut juga mengandung potensi atau kerentanan untuk 

disalahgunakan sehingga menimbulkan ketidakpastian dan 

ketidakadilan. Mahkamah tidak sependapat dengan jalan pikiran 

demikian. Sebab, bagaimanapun sulitnya menemukan ukuran atau 

definisi hukum tentang sesuatu “yang meresahkan masyarakat” itu 

bukan berarti fakta tentang keresahan itu tidak ada. 

b. bahwa Mahkamah sama sekali tidak bermaksud menafikan kalau 

ketidakmudahan dalam menentukan ukuran tentang hal, peristiwa, 

perbuatan, atau keadaan “yang meresahkan masyarakat” mempunyai 

potensi untuk disalahgunakan. Maksud Mahkamah adalah, jika 

hanya dengan dalil demikian tidaklah cukup untuk menyatakan 

bahwa ketentuan Pasal 11 huruf b UU KPK bertentangan dengan 

UUD 1945. Sebab, jika dibaca secara utuh Pasal 11 UU KPK yang 

berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana 

korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara 

negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau 

penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan 

masyarakat; dan/atau  c. menyangkut kerugian negara paling sedikit 

Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”,  maka sangat jelas bahwa 

adanya kata “dan/atau” setelah kalimat “mendapat perhatian yang 
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meresahkan masyarakat” harus ditafsirkan bahwa syarat yang tak 

dapat ditiadakan agar KPK berwenang melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 

huruf a yang dikumulatifkan dengan huruf b atau c atau keduanya (b 

dan c). Dengan kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak, 

sedangkan syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi 

salah satu atau keduanya. Sedangkan jika hanya terpenuhi salah satu 

dari huruf b atau huruf c, atau huruf b sekaligus huruf c, namun 

syarat pada huruf a tidak ada maka KPK tidak mempunyai 

kewenangan untuk melakukan penyelidikan, lebih-lebih penyidikan 

dan penuntutan. Dengan demikian, jika seseorang yang terhadapnya 

telah dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau bahkan penuntutan 

oleh KPK padahal syarat yang terpenuhi hanya syarat pada huruf b 

atau c (atau keduanya) namun syarat pada huruf a tidak terpenuhi, 

maka sudah tentu orang yang bersangkutan dapat mengajukan 

keberatan dalam persidangan (karena KPK tidak berwenang 

menerbitkan SP3) agar hakim menyatakan bahwa KPK tidak 

berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan 

atas tindak pidana yang bersangkutan. Keberatan yang sama pun 

dapat diajukan oleh seseorang jika, misalnya, KPK merasa 

berwenang karena menurutnya syarat pada huruf a dan huruf b 

terpenuhi sedangkan menurut orang yang bersangkutan syarat pada 

huruf b itu justru tidak terpenuhi, misalnya dengan mengajukan saksi 
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ahli untuk membuktikannya. Dalam hal keadaan demikian terjadi 

maka hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi hakim atau 

pengadilan di lingkungan peradilan umum untuk memutusnya. 

Dengan demikian, dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa Pasal 

11 huruf b telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak 

sepenuhnya benar. Sebab, kepastian hukum tetap dijamin meskipun 

kepastian itu baru diperoleh setelah adanya putusan hakim yang akan 

memberikan penilaian apakah syarat “yang meresahkan masyarakat” 

itu terpenuhi atau tidak. 

Dengan keseluruhan pertimbangan di atas, Mahkamah 

berpendapat bahwa dalil Pemohon II, sepanjang menyangkut Pasal 11 

huruf b UU KPK, tidak cukup beralasan.  

5. Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK yang berbunyi, “Dalam 

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan 

Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam 

pembicaraan”  

Terhadap permohonan Pemohon I maupun Pemohon II mengenai 

inkonstitusionalitas Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK, Mahkamah 

memandang perlu untuk menegaskan:   

a. bahwa pasal dimaksud telah pernah dimohonkan pengujian yang 

diajukan oleh (pada saat itu) Komisi Pemeriksa Kekayaan 

Penyelenggara Negara dan sejumlah perorangan warga negara 
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Indonesia dengan amar putusan menyatakan “permohonan ditolak” 

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003). 

Dengan demikian, maka berlaku ketentuan Pasal 60 UU MK yang 

berbunyi, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 

dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan 

pengujian kembali”. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat 

(2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang 

Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, 

keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 60 dapat dilakukan 

pengecualian hanya apabila terdapat “alasan konstitusionalitas yang 

berbeda” sehingga materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari 

suatu undang-undang yang telah pernah diuji dapat dimohonkan 

pengujian kembali. Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 berbunyi, “Terlepas dari ketentuan 

Ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap 

muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang 

pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian 

kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan 

permohonan yang bersangkutan berbeda”. Dengan demikian, dalam 

hubungannya dengan permohonan a quo, apakah terdapat alasan 

konsitusionalitas yang berbeda dalam permohonan a quo yang 

memungkinkan Mahkamah mempertimbangkan permohonan 

Pemohon. 
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b. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, 

sebagaimana disebutkan di atas, dalam pertimbangan hukumnya 

pada waktu memutus permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (1) huruf 

a UU KPK telah menyatakan, antara lain, “untuk mencegah 

kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan 

perekaman Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan 

perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan 

dan perekaman dimaksud”. Pertimbangan hukum Mahkamah 

tersebut adalah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 32 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

menyatakan, “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-

menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik 

tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan 

lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan 

kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan 

Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan 

perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak 

asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan 

dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J Ayat 

(2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya 

harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan 

perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah 
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perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat 

dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang 

berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk 

menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan 

perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari 

bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J Ayat 

(2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna 

menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi;  

c. bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dan setelah membaca 

dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam hubungannya dengan 

permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK, telah 

ternyata tidak terdapat “alasan konstitusional yang berbeda” dalam 

dalil-dalil Pemohon dimaksud, sehingga permohonan Pemohon 

mengenai inkonstitusionalitas Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK 

adalah tidak beralasan;  

d. bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, tetapi 

karena Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK menyangkut pembatasan 

HAM, maka sesuai dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, syarat-

syarat dan tata cara tentang penyadapan tersebut harus ditetapkan 

dengan undang-undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau 

dalam undang-undang lain. 
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6. Pasal 40 UU KPK yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi 

tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan 

dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.”  

Pemohon II mendalilkan ketentuan Pasal 40 UU KPK 

bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar prinsip praduga tak 

bersalah (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945), melanggar prinsip persamaan di 

muka hukum (Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945), serta menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif (Pasal 28D Ayat (1) dan 

Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945).   

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:  

a. Bahwa Pasal 40 UU KPK juga sudah pernah dimohonkan pengujian 

dan telah pula diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam 

Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 dengan amar yang menyatakan 

permohonan ditolak, sehingga pertimbangan hukum sebagaimana 

diuraikan terhadap permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (1) huruf a 

di atas mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan 

pengujian Pasal 40 UU KPK yang diajukan oleh Pemohon. 

b. Bahwa meskipun dalam dalil Permohonan a quo, sebagaimana telah 

diuraikan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara, tampak seolah-

olah ada perbedaan antara dalil Pemohon dalam permohonan a quo 

dan dalil Pemohon dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-

I/2003 mengenai alasan konstitusionalitas Pasal 40 UU KPK, namun 
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oleh karena Mahkamah tidak menemukan alasan konstitusionalitas 

yang berbeda yang diajukan oleh Pemohon, maka permohonan 

pengajuan pengujian kembali Pasal 40 UU KPK oleh Pemohon  a quo 

tidak beralasan. 

c. Bahwa, meskipun demikian, guna menghindari timbulnya keragu-

raguan mengenai konstitusionalitas Pasal 40 UU KPK sekaligus 

mencegah kemungkinan diajukannya kembali permohonan pengujian 

terhadap ketentuan yang sama pada masa yang akan datang dengan 

dalil yang mendasarkan pada alasan konstitusional yang berbeda, 

Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan pendiriannya 

terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon II dalam hubungan 

ini:   

1) Pasal 40 UU KPK tidak tepat jika dipandang dan dinilai secara 

tersendiri dan terlepas dari konteks keseluruhan ketentuan UU 

KPK lainnya serta dengan maksud dan tujuan dibentuknya KPK. 

Dengan penafsiran sistematis dan teleologis, maka akan tampak 

pesan yang hendak disampaikan pembentuk undang-undang 

melalui Pasal 40 UU KPK yaitu perintah kepada KPK untuk 

tidak melanjutkan penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan, 

lebih-lebih penuntutan, jika KPK belum yakin benar bahwa 

bukti-bukti untuk itu sudah mencukupi. Logikanya menjadi jelas 

manakala dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) UU 

KPK yang menyatakan, “Dalam hal penyelidik melakukan 
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tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyelidik melaporkan 

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.” Yang 

masih menjadi persoalan adalah, bagaimana jika terjadi keadaan 

bahwa ternyata tidak terjadi tindak pidana sebagaimana yang 

disangkakan dan keadaan demikian baru diketahui tatkala proses 

telah memasuki tahap penyidikan atau penuntutan, sementara 

KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SP3. 

Apakah perkara yang bersangkutan akan tetap diteruskan 

penyidik ke penuntut umum pada KPK, dalam hal keadaan 

dimaksud baru diketahui pada tahap penyidikan, atau apakah 

penuntut pada KPK harus tetap mengajukannya sesuai dengan 

tuntutan semula di depan pengadilan, dalam hal keadaan 

dimaksud baru diketahui pada tahap penuntutan, padahal tidak 

didukung dengan bukti yang cukup. Dalam keadaan demikian 

Mahkamah berpendapat bahwa penuntut umum pada KPK tetap 

berkewajiban untuk membawa terdakwa ke depan persidangan 

dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa. Hal 

demikian adalah lebih baik daripada memberi kewenangan 

kepada KPK untuk menerbitkan SP3, baik dari perspektif 

kepentingan terdakwa, dari perspektif kepentingan publik, 

maupun dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum 
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sendiri, dalam hal ini khususnya penyidik dan penuntut umum 

pada KPK. Dari perspektif kepentingan terdakwa, ia akan 

memperoleh kepastian mengenai ketidakbersalahannya melalui 

putusan hakim, yang dilihat dari sudut pandang forum maupun 

prosesnya lebih akuntabel daripada jika ia mendapatkannya 

melalui SP3 – yang bahkan oleh pembentuk undang-undang 

sendiri dinilai sering ada “permainan” (vide keterangan 

Pemerintah dan DPR dalam tanggapannya terhadap permohonan 

pengujian pasal a quo). Sebab, putusan hakim diucapkan dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum. Sementara itu, dari 

perspektif kepentingan publik, masyarakat dapat menilai secara 

terbuka dan objektif tentang alasan dituntut bebasnya terdakwa 

sehingga perasaan keadilan masyarakat sekaligus akan 

terlindungi. Sedangkan dari perspektif kepentingan aparat 

penegak hukum, in casu penyidik dan penuntut umum pada 

KPK, prosedur demikian akan menjauhkannya dari purbasangka 

akan adanya “permainan” (vide Keterangan Pemerintah dan 

DPR dalam tanggapannya terhadap permohonan pengujian pasal 

a quo). Dengan demikian, kredibilitas dan kewibawaan aparat 

penegak hukum pun akan terjaga di mata publik.  

2) tentang adanya anggapan Pemohon II bahwa pihaknya 

diperlakukan diskriminatif jika dibandingkan dengan mereka 

yang diproses melalui prosedur konvensional (melalui penyidik 
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POLRI dan Kejaksaan), Mahkamah berpendapat jika pun 

perbedaan perlakuan demikian dapat dinilai sebagai bentuk 

diskriminasi, penyebab keadaan itu bukanlah Pasal 40 UU KPK, 

melainkan ketentuan lain, yang dinilai secara tersendiri dalam 

bagian lain pertimbangan ini. Pasal 40 hanyalah sebagai 

konsekuensi logis dari kekhususan prosedur pemberantasan 

korupsi yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang 

melalui UU KPK ini. 

3) Lagi pula tidak dimilikinya wewenang untuk mengeluarkan SP3 

oleh KPK tidak tepat dipertentangkan dengan asas praduga tidak 

bersalah (presumption of innocence), karena asas praduga tidak 

bersalah prinsip yang harus diartikan sebagai kewajiban semua 

pihak untuk tidak memperlakukan seorang terdakwa telah 

bersalah selama hakim belum memutuskan kesalahan terdakwa 

tersebut. Beban bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa 

terletak pada jaksa penuntut umum dan terdakwa dibebaskan 

dari beban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, kecuali 

apabila prinsip pembuktian terbalik telah dianut sepenuhnya. 

Selama belum ada keputusan hakim yang memutuskan terdakwa 

bersalah, maka hak dan kedudukannya sebagai orang yang 

belum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dijamin 

dan dilindungi. Prinsip ini tetap berlaku terlepas dari ada atau 

tidaknya ketentuan Pasal 40 UU KPK.  
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Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 40 

telah ternyata tidak cukup beralasan.  

7. Pasal 53 UU KPK juncto Pasal 1 Angka 3 UU KPK  

Pasal 1 Angka 3 UU KPK berbunyi, “Pemberantasan tindak 

pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan 

memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, 

monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.”   

Pasal 53 UU KPK berbunyi, “Dengan Undang-Undang ini 

dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang 

penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”  

Bahwa Pemohon II mendalilkan, jika ketentuan Pasal 1 Angka 3 

dihubungkan dengan Pasal 53 UU KPK dan konsiderans UU KPK huruf 

b yang menyatakan, “bahwa lembaga pemerintah yang menangani 

perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien 

dalam memberantas tindak pidana korupsi”, maka undang-undang a quo 

telah menempatkan Pengadilan Tipikor sebagai bagian dari fungsi 

pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan fungsi eksekutif, 

bukan bagian dari kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, menurut 

Pemohon, Pengadilan Tipikor sulit diharapkan dapat menjalankan 

fungsinya secara merdeka, mandiri dan imparsial. Jika memang 
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Pengadilan Tipikor merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif, ia 

seharusnya dibentuk dengan undang-undang yang terpisah dari undang-

undang yang mengatur tentang suatu lembaga negara tertentu, 

sebagaimana yang berlaku selama ini.   

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:  

a. bahwa pelaku kekuasaan kehakiman, menurut Pasal 24 Ayat (2) 

UUD 1945, adalah sebuah Mahkamah Agung (dan badan-badan 

peradilan yang berada di empat lingkungan peradilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung) dan sebuah Mahkamah Konstitusi.  

b. bahwa badan-badan peradilan dari keempat lingkungan peradilan 

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 adalah 

badan- badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.   

c. bahwa, dengan demikian pula, pembentukan pengadilan-pengadilan 

khusus, sepanjang masih berada dalam salah satu dari empat 

lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) 

UUD 1945, dimungkinkan. 

d. bahwa selanjutnya, Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945 menyatakan, 

“Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah 

Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-

undang.” Pengertian frasa “diatur dengan undang-undang” dalam 

Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945 tersebut berarti pembentukan badan 

peradilan di bawah Mahkamah Agung harus dilakukan dengan 

undang-undang. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 
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(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman sebagai implementasi dari Pasal 24A Ayat (5) UUD 

1945. Pasal 15 Ayat (1) tersebut berbunyi, “Pengadilan khusus hanya 

dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang“. 

Penjelasan ayat tersebut berbunyi, “Yang dimaksud 

dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah 

pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, 

pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial 

yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di 

lingkungan peradilan tata usaha negara”. Meskipun Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dibuat lebih 

kemudian dari UU KPK, akan tetapi ketentuan yang sama telah 

tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) (beserta Penjelasannya) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. Bunyi ketentuan Pasal 10 Ayat (1) tersebut 

adalah, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam 

lingkungan: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan 

Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara.” Sementara itu, 

Penjelasannya berbunyi, “Undang-undang ini membedakan antara 

empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai 

lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan 

Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, 
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Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena 

mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat 

tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat 

pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara 

pidana. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak 

menutup kemungkinan adanya pengkhususan 

(differensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, 

misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan 

berupa Pengadilan lalu lintas, Pengadilan Anak- anak, Pengadilan 

Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-undang.”  

e. Di samping itu, frasa yang berbunyi “diatur dengan undang-undang” 

yang tersebut dalam Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945 juga berarti 

bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara 

Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya itu tidak boleh 

diatur dengan bentuk peraturan perundang-undangan lain selain 

undang-undang. 

f. bahwa Pasal 53 UU KPK berbunyi, “Dengan Undang-Undang ini 

dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang 

penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” 

Pengadilan Tipikor sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 UU KPK 

tersebut, menurut Pasal 54 Ayat (1) UU KPK, berada di lingkungan 

Peradilan Umum. Dari sudut pandang maksud pembentuk undang- 
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undang untuk membentuk Pengadilan Tipikor dan menempatkannya 

dalam lingkungan peradilan umum tidaklah bertentangan dengan 

UUD 1945. Namun, yang menjadi permasalahan adalah:  

1) Apakah Pasal 53 UU KPK yang melahirkan dua sistem 

peradilan yang menangani tindak pidana korupsi bertentangan 

dengan UUD 1945;  

2) Apakah pembentukan pengadilan demikian (in casu Pengadilan 

Tipikor) secara bersama-sama dalam satu undang-undang yang 

mengatur tentang pembentukan sebuah lembaga yang bukan 

lembaga peradilan (in casu Komisi Pemberantasan Korupsi), 

sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU KPK, bertentangan 

dengan UUD 1945.  

3) Menimbang bahwa Pengadilan Tipikor menurut Penjelasan 

Umum UU KPK menyebutkan, “Di samping itu, untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum 

terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang- Undang 

ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana 

korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali 

dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) 

orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad 
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hoc”. Dengan demikian, Pengadilan Tipikor oleh pembentuk 

undang-undang dimaksudkan sebagai pengadilan khusus, 

meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU KPK. 

Namun, jika demikian halnya penggolongan Pengadilan Tipikor 

sebagai pengadilan khusus hanya atas dasar kriteria bahwa 

Pengadilan Tipikor tersebut secara khusus menangani perkara 

tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, 

ditambah dengan beberapa ciri lain yaitu susunan majelis hakim 

terdiri atas dua orang hakim peradilan umum dan tiga orang 

hakim ad hoc, yang harus menyelesaikan perkara tindak pidana 

korupsi tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari 

kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan [Pasal 58 Ayat (1) UU 

KPK]. Dengan kriteria kekhususan demikian, maka terdapat dua 

pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, 

tetapi dengan hukum acara yang berbeda dan susunan majelis 

hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu 

secara berbeda, padahal menyangkut perbuatan orang yang 

sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang 

diancam pidana oleh undang-undang yang sama, yang dapat 

menghasilkan putusan akhir yang sangat berbeda. Kenyataan 

yang terjadi dalam praktik di pengadilan umum dan Pengadilan 

Tipikor selama ini, menunjukkan bukti adanya standar ganda 

dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kedua mekanisme 
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peradilan yang berbeda. Dilihat dari aspek yang 

dipertimbangkan di atas, Pasal 53 UU KPK yang melahirkan 

dua lembaga jelas bertentangan dengan UUD 1945, sehingga 

adalah tidak tepat jika ada yang berpendapat bahwa Pasal 53 UU 

KPK tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Akan 

tetapi pembentukan Pengadilan Tipikor dalam UU KPK dan 

bukan dengan undang-undang yang tersendiri, meskipun dari 

segi teknik perundang-undangan kurang sempurna, namun tidak 

serta merta bertentangan dengan UUD 1945 asalkan norma yang 

diatur di dalamnya secara substansial tidak bertentangan dengan 

UUD 1945 dan implikasinya tidak mengakibatkan timbulnya 

hal-hal yang bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 24A Ayat 

(5) UUD 1945 berbunyi, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, 

dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di 

bawahnya diatur dengan undang-undang.” Dari segi teknik 

perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” 

berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di 

samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti 

bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-

undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan lainnya;  
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4) Bahwa dengan demikian Pasal 53 UU KPK telah ternyata 

bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat 

(5), serta Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;  

5) Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon yang 

mengaitkan Pasal 53 dengan Pasal 1 Angka 3 UU KPK, yang 

rumusannya telah dikutip di atas, bertentangan dengan UUD 

1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon dimaksud 

tidak beralasan. Pasal 1 Angka 3 UU KPK hanyalah memuat 

pengertian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang 

mencakup baik segi-segi preventif maupun represif. Sehingga 

apabila diurai, pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 Angka 

3 UU KPK tersebut akan tampak bahwa pemberantasan tindak 

pidana korupsi berisi:  

a) Aspek preventif yaitu serangkaian tindakan untuk 

mencegah tindak pidana korupsi, yang dilakukan melalui 

upaya koordinasi, supervisi, dan monitor; dan  

b) Aspek represif yaitu serangkaian tindakan untuk 

memberantas tindak pidana korupsi, yang dilakukan melalui 

upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Dalam kedua aspek tersebut peran serta masyarakat 

dilibatkan yang pelaksanaannya didasarkan atas peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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6) bahwa pengertian dalam ketentuan umum tersebut menjadi 

terkesan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena 

Pemohon hanya melihat sisi represif dari ketentuan dimaksud 

dan kemudian menghubungkannya dengan Pasal 53 UU KPK 

sehingga tampak seakan-akan Pengadilan Tipikor adalah bagian 

dari KPK. Substansi yang terkandung dalam aspek represif dari 

pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 

Angka 3 UU KPK di atas adalah gambaran tentang proses 

peradilan pidana bagi tindak pidana korupsi, bukan tentang 

pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi. 

7) Bahwa dalam pengujian undang-undang terhadap undang-

undang dasar, dalam hal terjadi keadaan di mana ada dua atau 

lebih ketentuan yang saling berkaitan, pembuktian 

inkonstitusionalitas dari ketentuan yang satu tidaklah serta-

merta membuktikan pula inkonstitusionalitas ketentuan lainnya. 

Sebagaimana yang terjadi dalam permohonan a quo, pembuktian 

tentang bertentangannya Pasal 53 UU KPK dengan UUD 1945 

tidaklah serta-merta membuktikan pula bertentangannya Pasal 1 

Angka 3 UU KPK dengan UUD 1945. 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di 

atas, meskipun seorang Hakim Konstitusi berpendirian lain, Mahkamah 

berpendapat bahwa dalil para Pemohon sepanjang menyangkut 

inkonstitusionalitas Pasal 1 Angka 3 UU KPK adalah tidak beralasan.  
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8. Pasal 72 UU KPK berbunyi, “Undang-Undang ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan.”   

Pemohon III mendalilkan bahwa Pasal 72 UU KPK melanggar hak 

atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 

1945.  

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:  

a. Bahwa ketentuan Pasal 72 UU KPK yang oleh Pemohon didalilkan 

bertentangan dengan UUD 1945 tersebut adalah ketentuan penutup 

yang memang harus ada dalam setiap undang-undang. Menurut 

Mahkamah, alur logika Pemohon sungguh ganjil karena jika diurai 

akan menjadi sebagai berikut: keberadaan Pasal 72 UU KPK di atas, 

menurut Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga 

harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan kata lain berarti 

jika pasal tersebut tidak ada maka, menurut alur logika Pemohon, akan 

ada kepastian hukum. Namun keadaan yang akan terjadi jika pasal 

tersebut tidak ada adalah justru tidak ada kepastian hukum. Sebab kita 

menjadi tidak tahu kapan undang-undang tersebut (in casu UU KPK) 

mulai berlaku. Dengan ungkapan yang berbeda, telah terjadi kesesatan 

dalam penalaran hukum (fallacy) Pemohon a quo. Karena, sesuatu 

yang oleh Pemohon dianggap sebagai penyebab ketidakpastian (in 
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casu Pasal 72 UU KPK) namun jika penyebab itu ditiadakan maka 

yang didapat justru ketidakpastian. 

b. Bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, tampak bahwa 

maksud sesungguhnya dari Pemohon jika dikonstruksikan adalah 

sebagai berikut: UU KPK, menurut Pasal 72, mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan, yaitu 27 Desember 2002. Sementara itu, 

Pemohon ternyata telah disidik dan dituntut melakukan tindak pidana 

korupsi yang tempus delicti-nya adalah sebelum UU KPK dinyatakan 

berlaku. Jika demikian halnya, maka ketentuan yang menjadi penyebab 

disidik dan dituntutnya Pemohon bukanlah Pasal 72 UU KPK 

melainkan ketentuan lain. Namun ternyata bukan ketentuan lain itu 

yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Lagi pula penempatan 

Pasal 72 dalam UU KPK merupakan kelaziman di dalam perumusan 

undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tentang mulai 

berlakunya undang-undang. 

Dengan demikian permohonan Pemohon sepanjang mengenai 

Pasal 72 UU KPK tidak beralasan;  

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut 

di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon, kecuali sepanjang 

mengenai Pasal 53 UU KPK yang menyangkut Pengadilan Tipikor, tidak 

ternyata beralasan untuk dikabulkan. Sedangkan ketentuan Pasal 53 UU KPK 

tersebut telah nyata bertentangan dengan UUD 1945.  
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B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 

1. Pemohon Perkara 

  Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), diwakili oleh 

Achmad Saifudin Firdaus, dan Bayu Segara selaku Ketua Umum dan 

Sekretaris Jenderal FKHK sebagai pemohon I, Yudhistira Rifky 

Darmawan sebagai pemohon II, Tri Susilo sebagai pemohon III. Dalam 

hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Juli 2017 memberi 

kuasa kepada Syaugi Pratama, Okta Heriawan, Victor Santoso Tandiasa, 

dan Kurniawan , merupakan advokat yang berkedudukan hukum di Law 

Firm 218 & Partners, beralamat di Jalan Budaya R 002/RW 006 Nomor 

56, Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, bertindak untuk 

dan atas nama pemberi kuasa. 

2. Permohonan Provisi  

a. Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana 

dalam pokok permohonan, para Pemohon juga mengajukan 

permohonan provisi agar Mahkamah memerintahkan Panitia Khusus 

Hak Angket di DPR untuk menghentikan proses penyelidikan 

terhadap KPK hingga adanya putusan akhir Mahkamah terhadap 

permohonan a quo. Terhadap permohonan provisi para Pemohon 

tersebut, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 

September 2017 yang hasilnya diumumkan dalam persidangan pada 

tanggal 13 September 2017, Mahkamah menolak permohonan 

provisi para Pemohon, dengan pertimbangan berikut:  
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1) Sebagaimana putusan-putusan terdahulu mengenai 

permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 

Oktober 2008, Mahkamah perlu menegaskan kembali 

pendiriannya bahwa UU MK tidak mengenal permohonan 

provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama 

dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap 

berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa 

undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 

[vide Pasal 58 UU MK]. Bahwa kemudian dalam kaitannya 

dengan memutus permohonan provisi, Mahkamah dalam 

perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 mengabulkan 

permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian karena 

terdapat alasan yang kuat untuk itu. Namun, dalam perkara a 

quo Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan 

provisi para Pemohon karena Mahkamah tidak menemukan 

alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk 

dikabulkannya permohonan provisi para Pemohon a quo. 

Oleh karena itu, Mahkamah menolak permohonan provisi 

para Pemohon.  

3. Pokok Permohonan  

a. Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 79 ayat (3) 

khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau 
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kebijakan Pemerintah” UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 

ayat (3), Pasal 20A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:  

1) Perluasan makna yang dilakukan oleh DPR terhadap frasa 

“pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan 

Pemerintah” yang kemudian menempatkan KPK sebagai subjek 

dari hak angket DPR menurut para Pemohon adalah keliru, 

karena yang dimaksud dengan Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK) dalam norma a quo tidak memasukkan 

KPK sebagai LPNK sebagaimana tercantum dalam website 

Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka 

perluasan makna yang dilakukan oleh DPR tersebut adalah tidak 

tepat.  

2) Pelaksanaan hak angket yang dilakukan DPR terhadap KPK 

dengan mendasarkan pada Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yaitu 

dengan memperluas lingkup hak angket, para Pemohon 

beranggapan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan 

menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

sebab DPR dapat memperluas siapa saja yang dapat menjadi 

subjek dari angket DPR tersebut.  

b. Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, maka isu 

konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah 
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norma Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 khususnya frasa “pelaksanaan 

suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” adalah 

bertentangan dengan UUD 1945 karena perluasan makna oleh DPR 

yang menempatkan KPK sebagai eksekutif sehingga dapat menjadi 

objek hak angket?  

c. Menimbang bahwa untuk mengetahui sasaran dan tujuan hak angket, 

maka pemahaman terhadap hak angket tidak dapat dilepaskan dari 

fungsi pengawasan DPR. Dalam perspektif hukum tata negara, 

pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 

terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga 

kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 70 ayat 

(3) UU 17/2014 dinyatakan bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan 

melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. 

Dengan demikian terdapat dua poin penting dalam fungsi 

pengawasan DPR, yakni pertama, menyangkut bagaimana undang-

undang dilaksanakan, dan kedua, mencakup bagaimana anggaran  

d. Sebagaimana dipahami bersama, terdapat 8 (delapan) lembaga 

negara yang menerima secara langsung kewenangan konstitusional 

dari UUD 1945 (constitutionally entrusted power), yaitu  DPR, DPD, 

MPR, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan Komisi 

Yudisial. Secara teoritik dan praktik, lembaga-lembaga negara 

tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni lembaga negara 

mandiri yang disebut lembaga negara utama (main state organs) dan 
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lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut 

lembaga negara penunjang (auxiliary state organs). Lembaga negara 

yang termasuk main state organs ialah MPR, DPR, DPD, Presiden-

Wakil Presiden, BPK, MA, dan MK. Sedangkan Komisi Yudisial 

merupakan auxiliary state organ, mengingat tugasnya berkaitan 

dengan MA namun bukan pelaku kekuasaan kehakiman.  

e. Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga 

di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain 

eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK 

jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang 

berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan 

legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.   

f. Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang 

berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi 

yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau 

Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga 

khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan 

secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan 

sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR 

dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam 

melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-

hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya 
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terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan 

kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang 

berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan).  

g. Dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK 

adalah lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan melaksanakan 

undang-undang yang salah satunya adalah pemberantasan tindak 

pidana korupsi. Meskipun KPK merupakan komisi yang bersifat 

independen sebagaimana yang diatur dalam UU KPK, namun telah 

jelas bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya 

sebagaimana institusi kepolisian dan kejaksaan melaksanakan tugas 

dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif.  

h. Menimbang bahwa walaupun dikatakan KPK independen dalam arti 

bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil 

rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dan kewenangan KPK, meskipun KPK juga bertanggung 

jawab kepada publik, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan 

kewenangan yudisial. Keputusan-keputusan yang diambil oleh KPK 

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak boleh 

didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak 

manapun termasuk pihak yang berhak meminta 

pertanggungjawabannya.  
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i. Menimbang bahwa isu konstitusional norma yang dipermasalahkan 

oleh para Pemohon adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 79 

ayat (3) UU 17/2014 yang menyatakan, “Hak angket sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan 

penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau 

kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, 

dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan”. Terhadap frasa “pelaksanaan suatu undang-undang 

dan/atau kebijakan Pemerintah” pada norma a quo bertentangan 

dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain 

selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma a quo dan 

Penjelasannya yakni hak angket hanya terbatas pada lingkup 

kekuasaan eksekutif. Terhadap dalil para Pemohon a quo, 

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  

1) Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak 

Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, 

karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau 

lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana undang-undang 

di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan 

tindak pidana korupsi.  

2) Bahwa secara substantif, norma yang mengatur hak angket 

dalam UU 17/2014 menurut Mahkamah adalah konstitusional. 
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Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas 

dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan 

adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Oleh 

karenanya Mahkamah berpendapat, tidak terdapat masalah 

konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian a 

quo.  

j. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, 

dalil para Pemohon menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 79 ayat 

(3) UU 17/2014 khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang 

dan/atau kebijakan Pemerintah” tidak beralasan menurut hukum.  

4. KONKLUSI  

  Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:  

a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo;  

c. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum.  

d. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.  


